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 BAB V 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Cakap Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah  
Pada penelitian yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang menjadi 
konsen adalah cakap secara hukum. Aturan tersebut dalam diskursus hukum hak atas 
tanah menjadi syarat yang sah. Namun, masih dapat ditanggulangi dengan adanya 
perwalian dari pihak yang belum cakap hukum.  
1. Cakap Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah 
Pada diskursus hukum terdapat terminologi cakap hukum dihubungkan dengan 
keadaan diri seseorang. cakap berati seseorang mengerti akan sesuatu yang 
dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Definisi ini 
juga termaktup dalam pasal 2 BW (Hukum Perdata) manusia menjadi subjek 
hukum yakni sejak lahir sampai meninggal dunia.  
Pada diskursus hukum terdapat subyek hukum yang memiliki tiga golongan 
kewenangan, diantaranya: 
1) Untuk memiliki kekayaan sendiri 
2) Dapat melakukan perbuatan hukum 
3) Dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan (semisal tindak pidana 
anak apabila pelaku belum berumur genap 19 tahun).  
Kriteria cakap hukum dilandasakan pada ketentuan KUHPerdata Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 19 tahun adalah cakap hukum 
untuk perbuatan hukum yang sebatas dalam konteks perkawinan, menghadap 
pejabat pencatatan sipil, dan yang terkait dengan perkawinan. Cakap hukum 





perkawinan. Cakap hukum secara Perdata berarti kecakapan seseorang untuk 
melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata, dan karenanya mampu untuk 
mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.80Namun, ktiteria tersebut berdasar 
pada Undang-Undang tidak semua subjek hukum merupakan cakap dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban dalam dimensi hukum. 
Ketika masuk pada ruang lingkup cakap hukum atau dewasa maka, memiliki 
kriteria: 
a. Orang-orang yang belum dewasa 
Dewasa adalah kompilasi yang telah diterbitkan 21 Tahun. Orang 
dewasa dapat diartikan juga sebagai orang yang belum genap 21 Tahun tetapi 
sudah pernah menikah. Jika pernikahan itu bubar kompilasi orang itu belum 
mencapai 21 Tahun, maka ia tetap berada dalam kondisi dewasa. Orang-orang 
yang belum dewasa ini semua melakukan hukumnya diwakili oleh orang tua 
atau walinya.  
b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan 
Pada kategori ini orang yang ditaurh dibawah pengampuan yakni orang 
gila atau hilang ingatan. Dimana orang-orang yang berada dibawah 
pengampuan semua orang yang melakukan hukumnya diwakili oleh 
pengampuannya. Sehingga, ini 
c. Orang-orang yang oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap 
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat mewakili 
hukum PT adalah seorang manager dianggap tidak cakap mewakili perusahaan 
tempat ia bekerja. Jika tidak ada bantuan dari direktur.  
                                                             





Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menegaskan bahwa kemampuan untuk 
dapat bertindak sebagai subyek hukum apabila usianya mencapai 21 tahun atau 
sudah kawin. Sedangkan, berdasar Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun 
Ruang lingkup cakap hukum memberikan definisi spesifik tentang orang-orang 
dewasa adalah kompilasi yang telah diterbitkan 21 tahun. Orang dewasa berarti 
sebagai oarang yang belum genap 21 tahun tetapi sudah pernah menikah. 
Sedangkan menurut ahli hukum seperti Wirjono Prodjokoro berpendapat bahwa 
perkawinan adalah hidup bersama dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan.81 
Ketika melihat beragam definisi dan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai 
usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, 
sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. 
Ketidakseragaman ini juga kita temui dalam berbagai putusan hakim yang 
contohnya kami kutip dari buku  Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur 
(Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) terbitan NLRP 
berikut ini:82 
“Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 
1974 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 
41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975 (hal. 143), dalam amarnya 
majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah 
kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 
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tahun. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum 
berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga 
ayahnya berkewajiban untuk menafkahinya sampai anak tersebut berumur 21 
tahun, suatu kondisi di mana anak tersebut telah dewasa, dan karenanya telah 
mampu bertanggung jawab penuh dan menjadi cakap untuk berbuat dalam 
hukum”. 
Hal ini berati bahwa, acuan cakap hukum dalam kasus tertentu memiliki 
keberagaman. Sehingga, terdapat adanya data yuridis,83 sertipikat, surat kapling, 
surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah atau rumah. Atau tanah yang 
telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan atau Pejabat Pembuat Akta 
Tanah(PPAT), akta pelepasan hak, dan surat-surat perolehan tanah lainnya. 
Berdasarkan surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas, dan situasi 
tanah-tanah yang dimiliki oleh permohonan. Hal ini termasuk bidang tanah yang 
dimohon. Hal ini menjadi ketentuan bagi para pihak yang akan mengalihkan hak 
atas tanah sebagai media pertimbangan. Syarat secara fisik akan menjadi 
indikator sebuah perjanjian yang sah akan peralihan hak atas tanah tersebut. 
Tentunya, bagi pihak yang bersangkutan. Baik dari pengalih maupun pihak yang 
menerima pengalihan.  
Dasar hukum dari kategori cakap hukum dilandasakan pada kategori usia 
menikah. Pada usia menikah atau kategori sudah menikah menjadi menjadi 
penentu dewasa seseorang. Hal ini memberikan kategori baru bahwa usia 
menikah atau sudah menikah dapat menimbang dan mengetahui hukum yang 
berlaku. Subyek belum cakap hukum masuk dalam kategori anak. Pada Peraturan 
Menteri No. 2 Tahun 2008 anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 18 
                                                             






tahun (delapan belas) tahun yang dpandang belum cakap hukum melakukan 
perbuatan hukum atau belum pernah menikah.  
Hukum perdata yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Perdata mengatur 
perihal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci, kuat, dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan untuk membentuk suatu institusi keluarga yang kekal, santun 
menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.84Sementara itu dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diberikan pengertian perkawinan secara 
rinci. Menurut pasal 26  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, 
“undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan 
perdata”dan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan 
bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua 
pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan 
pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Kecakapan sama dengan cakap atau 
sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, mempunyai kemampuan dan 





Kecakapan  seseorang  bertindak  didalam  hukum  atau  untuk  melakukan 
perbuatan  hukum  ditentukan dari telah  atau belum  seseorang  tersebut 
dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak 
ukurdalam  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat  atau  belum dapat 
                                                             





dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Namun, 
untuk melakukan tindakan hukum dalam lalu lintas hukum pertanahan tidak 
semua orang dapat (cakap) melakukannya. Misalnya anak dibawah umur sebagai 
subyek hak atas tanah tersebut.  
Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum 
dewasanya seseorang menurut hukum. Sebagaimana ketentuan ini bertujuan 
untuk bertindak didalam hukum yang ditentukan dengan batasan usia. Sehingga, 
kedewasaan didalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat atau boleh 
dinyatakan sebagai cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.  Hukum 
perdata di Indonesia sebagai akibat dari warisan  zaman kolonial  dikaitkan 
dengan golongan penduduk sehingga berlaku bermacam macam patokan umur 
dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Menurut pasal 2 KUHPerdata 
manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak ia lahir 
sampai ia meninggal. Tetapi Undang-undang menentukan tidak semua orang 
sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan) adalah kriteria umum 
yang di hubungkan dengan keaadaan diri seseorang, sedangkan berwenang 
(bevoegd) merupakan kriteria khusus yang di hubungkan dengan suatu perbuatan 
atau tindakan tertentu. 
Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang  berwenang sudah 
pasti cakap. Dalam diskursus hukum batas umur kecakapan terdapat banyak 
ketentuan. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang batas umur seseorang 
untuk dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam lingkungan 
hukum privat maupun hukum publik. Hal ini tidak terkecuali dalam hukum 
agraria, khususnya dalam pendaftaran tanah dalam tangka mengatur hubungan-





menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah oleh seseorang atau badan hukum 
dengan penetapan Pemerintah kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai 
pemegang hak atas tanah tertentu.  Terdapat faktor yang menyebabkan sulitnya 
merumuskan secara tegas ukuran-ukuran seseorang dinyatakan dewasa atau cakap 
hukum, diantaranya: 
1. Adanya beragam sistem hukum di Indonesia yang berlaku kepada bermacam-
macam golongan yang ada di masyarakat. Sistem ini berbeda-beda dalam 
menentukan batas minimal seseorang dinyatakan dewasa. Diantaranya 
terdapat hukum adata, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Undang-
Undang Nasional.  
2. Pengertian kedewasaan dalam kenyataannya selalu dikaitkan dengan jenis 
perbuatan hukum yang akan dilakukan seseorang seperti, misalnya:  
a. Dewasa dalam arti batas usia minimal untuk diperbolehkan 
melangsungkan perkawinan dengan izin orang tua.  
b. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang itu dapat melakukan 
tindakan hukum secara mandiri. 
c. Dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang tidak lagi menjadi 
tanggungan orang tua. 
d. Dewasa dalam arti batas usia minimal diizinkan untuk menjadi peserta 
pemilihan umum.  
Kemudian, hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan 
ketidakpastian hukum dalam masyarakat, termasuk dalam pelayanan pertahanan 
pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selebihnya, juga instansi di kalangan 





menghendaki anak dibawah umur harus ditetapkan sebagai pemegang hak atau 
pemilik tanah. Maka untuk melakukan tindakan hukum harus dilakukan oleh 
orang tua atau walinya. Namun, agar tidak menimbulkan kerugian bagi hak-hak 
anak dibawah umur yang diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Hal ini perlu 
juga ditinjau mengenai pertanggungjawaban wali tersebut dalam menjalankan 
kekuasaan atas anak dibawah umur.  
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur. Proses ini 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. 
Keseluruhan proses tersebut selalu berkaitan dengan bidang-bidang tanah dan 
satuan rumah susun. Serta, hak-hak tertentu yang membebaninya dan hak-hak 
atas peralihannya.  
Permohonan pemindahan dan peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur 
dalam pasal 39 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 haruslah 
orang yang memenuhi syarat untuk bertindak. Oleh karena itu, apabila yang 
mengajukan permohonan adalah anak dibawah umur harus diwakili oleh orang 
tua atau walinya baik dalam penandatanganan permohonan, Surat Pernyataan 
Ahli Waris maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal peralihan tersebut.  
Hanya saja dalam pelayanan pertanahan tersebut yakni pendaftaran pertama kali, 
baik peralihan atau pemindahan hak, batas usia orang atau anak yang dapat 
megajukan permohonan sendiri sejak tahun 2015 sudah dimungkinkan 18 tahun 
sesuai surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas 





Pada surat edaran tersebut penetapan batas usia dewasa atau orang dapat 
melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pertanahan 
selama ini 21 Tahun. Adanya penetapan ini tentang adanya kepastian hukum 
mengenai kedewasaan dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan dalam 
rangka pelayanan pertanahan. Anak dibawah umur, dalam kategori ini adalah 
orang yang belum cakap hukum adalah anak yang belum berumur 21 tahun. 
Maka, kepengurusan terhadap harta kekayaan anak dibawah umur tersebut dapat 
dilakukan melalui perwalian orang tua atau perwalian anak dibawah umur.  
Ketentuan tersebut baik menurut Undang-Undang ataupun berdasarkan 
pada penetapan pengadilan. Kemudian, apabila para ahli waris yang seluruhnya 
bebas bertindak akan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain, hal tersebut 
tidak menjadi masalah. Namun, apabila ternyata diantara para ahli walris terdapat 
orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Maka, permasalahan 
pengalihan hak atas tanahnya menjadi rumit. Karena, terdapat ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian pembagian harta 
warisan yang atasnya turut berhak ahli waris yang berstatus sebagai orang-orang 
yang tidak bebas menyatakan kehendak. Khususnya untuk ahli waris dibawah 
umur bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk atau menundukkan diri secara 
sukarela kepada KUHPerdata. Maka, kehadiran instansi Balai Harta Peninggalan 
merupakan suatu keharusan.85 
Pendaftaran tanah dalam rangka Recht Kadaster bertujuan memberikan 
kepastian secara hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 
tanah. Adanya alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran dan 
pengalihan tersebut berupa buku tanah dan sertifikat yang terdiri dari buku tanah 
                                                             





dan surat ukur. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hal yang diatur 
dalam pasal 37 ayat 1 dan pasal 45 sebagai berikut:  
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 
perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.”. 
Pada dasarnya pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si 
pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status tanah, siapa pemiliknya, apa 
haknya, berapa luasnya, dan dipergunakan untuk apa. Sehingga, pejaminan hak 
atas tanah akan dilindungi oleh negara. Terutama pencatatan dan perlindungan 
tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diseluruh daerah, 
termasuk di Tulungagung.  
B. Penerapan Ketentuan Cakap Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah di 
Kabupaten Tulungagung 
Pada praktinya di kabupaten Tulugagung membuat mekanisme peralihan hak 
atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Pusat. Dasar ketentuan tersebut diambil dari Peraturan Menteri No. 24 tahun 1961 
tentang pendaftaran tanah. Cakap hukum pada peralihan hak atas tanah di kabupaten 
Tulungagung memenuhi peraturan yang harus diberlakukan. Prosedur dan mekanisme 
yang dilakukan oleh BPN dalam melakukan peralihan atas tanah yakni dengan 
sosialisasi beragam cara, diantaranya: melalui loket, pemohon, PPAT, PPAT Camat. 
Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat memahami ketentuan yang diberlakukan 





tanah. Serta, agar masyarakat mengerti ketentuan subyek cakap hukum dan ketika 
tidak cakap hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.  Pada penerapan cakap 
hukum dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten Tulungagung didominasi dengan 
kepentingan transaksi jual beli tanah dan membagi waris. Sehingga, kepemilikan atas 
tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur BPN daerah khususnya Kabupaten 
Tulungagung.   
Adapun prosedur yang harus ditetapkan oleh BPN Kabupaten Tulungagung 
adalah melakukan pemeriksaan sertifikat ke BPN setempat. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mengetahui objek yang akan dialihkan bebas dari sengketa, dalam jaminan, 
sita, atau blokir dari pihak lain. Ketika terdapat catatan di buku BPN, maka pihak 
yang akan melakukan peralihan harus melakukan pembersihan catatan. Ketika 
terdapat catatan berupa blokir, maka pihak yang akan melakukan peralihan harus 
menjalani prosedur pengangkatan blokir terlebih dahulu. Kemudian, menyerahkan 
SPPT PBB dan Bukti Pembayaran kepada Pejabat Pembuatan Akta Notaris (PPAT). 
Setelah penyerahan dokumen tersebut, akan dilakukan pengecekan fisik di lokasi. 
Dimana, pengecekan ini bertujuan untuk mengecek kembali bahwa tidak ada masalah 
secara yuridis dan secara empiris. Setelah pengecekan fisik dilakukan, maka akan ada 
pembuatan sertifikat yang baru dengan atas nama yang bersangkutan atas obyek 
peralihan tersebut.  
Kemudian, ketika oarang yang melakukan peralihan hak atas tanah tersebut 
belum termasuk pada persyaratan pertama yakni cakap hukum, maka harus terdapat 
perwalian.  Selanjutnya, jika dalam proses peralihan hak atas tanah dilakukan oleh 
non muslim, maka harus diurus ke Penagdilan Negeri. Sedangkan, untuk warga yang 
beragama islam, prosedur pengurusan perwalian berada di bawah Pengadilan Agama. 





Perangkat desa hanya mengarahkan dan mendampingi. Terkait biaya dan proses 
administrasi akan diselesaikan oleh pihak desa. Biaya yang ditentukan yakni dengan 
besar 1% dari pajak yang dibayarkan. Serta, estimasi waktu yang dibutuhkan hingga 2 
hari  untuk proses pengecekan dan pembuatan sertifikat baru.  
Seperti dalam data yang saya peroleh dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)  
yang terkait tentang Peralihan Hak atas Tanah melalui pewarisan di bawah umur. 
Yang Pemohon bernama Agus Setiyono bin Sadiman, umur 40 tahun, agama islam, 
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Citra Damain 2 Blok E Dusun RinginPitu 
RT.05 RW.03 Desa RinginPitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, 
yang dalam hal ini dikuasakan kepada Mohammad Saifudin, S.H, Advokat yang 
beralamat Dusun Kalituri RT.03 RW.01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu 
Kabupaten Tulungagung Sebagai pemohon dengan  nomor perkara 
0306/Pdt.P/2018/PA.TA.  Tentang Pertimbangan Hukum menimbang bahwa maksud 
dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas adalah : 
menimbang bahwa pemohon beragama islam maka berdasarkan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilam Agama beserta penjelasannya pada 
ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara aquo; menimbang bahwa yang menjadi dasar diajukan 
permohonan ini adalah bahwa kakak kandung Pemohon telah melangsungkan 
pernikahan denga seorang laki laki bernama Dr. Abu Mansur bin Mohammad 
Shoddiq pada tanggal 20 Juni 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua 
orang anak. Pertama Sahaffa Lazuardy Uais Al Qarni bin Dr. Abu Mansur dan 





kakak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan setelah itu 
suami Almarhumah juga pergi tidak diketahui alamatnya yang jelas oleh karena anak-
anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), 
maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak 
tersebut, dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah 
untuk mengurus pembagian waris dari orang tua pemohon. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi; Menimbang bahwa 
terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai 
berikut dan sebagiannya bisa dibaca dilampiran. Dan menetapkan : mengabulkan 
permohonan pemohon, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kakak kandung 
Pemohon yang bernama Sahaffa Lazuardy Uais Alqorni bin Dr. Abu Mansur dan 
Queenzha Sofie Namira binti Dr. Abu Mansur, dan membebankan kepada Pemohon 
untuk membayar biaya perka sebesar Rp. 191.000,00. 
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Hak atas Tanah 
Peralihan hak atas tanah menjadi amatan dari hukum kewarisan sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana, hukum tersebut 
mengatur pemindahan hak kepemilikan harta benda peninggalan (tirkah) 
pewaris,menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian 
masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam kasus peralihan hak atas tanah akibat 
pewarisan yang menjadikan sertipikat hak atas tanah sebagai objek sengketa. 
Sertipikat dapat dimaknai sebagai surat tanda bukti hak. Hal tersebut terdapat dalam 
pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 





Penerbitan sertifikat hak atas tanah harus melalui beberapa proses untuk 
menadapatkan hak yang legal. Dengan demikian apabila proses perolehan sertifikat 
hak atas tanah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dapat disebut dengan 
sertifikat yang cacat secara hukum.  
Landasan hukum yang dipakai dalam hukum islam atas peralihan hak atas tanah 
adalah Peralihan Hak atas Tanah menurut Al-Qur’an 
a.QS. Al-Nisa’: 4/5 
e.  ْم قُوهُ ُز اْر ا َو اًم يَ ْم قِ كُ َ ُ ل َل َّللاَّ عَ تِي َج مُ الَّ كُ َ ال َو َْم اَء أ هَ فَ ُوا السُّ ت ُْؤ ََل ت َو
ا ً وف ُر عْ ًَل َم ْو ْم قَ هُ ُوا لَ قُول ْم َو وهُ سُ اْك ا َو يهَ  فِ
Artinya : ”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik”. 
b.QS. Al-Imran: 3/109 
ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر  ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ۚ َوإِلَى َّللاَّ  َوّلِِلَّ
Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan 
kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”. 
Menurut Islam, seseorang dapat memiliki tanah karena beberapa sebab 
tertentu. Secara konvensional seseorang dapat memiliki tanah karena ia membeli 
tanah tersebut, karena mendapatkan warisan berupa tanah, atau memperoleh hibah 
atau hadiah berupa tanah. Selain dengan sebab-sebab konvensional tersebut, 
seseorang juga dapat memiliki tanah karena sebab-sebab yang khas yang hanya 
ada dalam sistem islam. Sebab-sebab yang khas tersebut ialah al-Iqtha’ (atau 
pemberian oleh khilafah) da ihya’ al-mawat (mengelola tanah terlantar).  
 
